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PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Menimbang

“enaingat

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 01 TAHUN 2003

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah (Repetada) 2003, yang telah ditetapkan bersama antara
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2003;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun

Anggaran 2003.

Undang ~ undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34
‘Fahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
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‘Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan l.embaran Negara Nomor
3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang
Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048 );

Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688 );

Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3839 );
Undang ~ undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3848 );

Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );

Undang -~ undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan lLembaran Nomor 3952 );

Undang - undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060 );

Peraturan  Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah
Daerah Otonomi ( Lembéran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan |Lembaran Negara Nomor 3952 );
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Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Nomor 4165);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban  Keuangan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );

peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 ),

Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2000 tentang Tata cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

peraturan Pemerintah  Nomor 110 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Dewan perwakilan Rakyat Daerah
( Lgmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211,
Tambahan Lembaran Nomor 4029 );

peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 119,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan



Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah:;

19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 39 Tahun 2002

tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN F‘A}KYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

“lonimbang

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

sehagai berikut:

1. Pendapatan Rp 221.837.124.900
2. Belanja (a) Rp 206.332.162.918
a. Aparatur Daerah Rp 89.468.324. 548
b. Pelayanan Publik Rp 98.659.338.370
¢ Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Rp 16.704.500.000
d. Tidak Tersangka Rp 1.500.000.000
Luncuran 2002 (b) Rp 7.421.684.920
Jumiah (a + b) Rp_ 213.753.847.838

Surplus /(Defisit) Rp 8.083.277.062
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3. Pembiayaan

a. Penerimaan | "~ Rp 11.927.524.915
= Perkiraan SILPA 2002 murni  Rp 4.505.839.995
*  Dana Luncuran 2002 Rp 7.421.684.920
b. Pengeluaran | Rp 20.010.801.977
» Transfer ke Dana Cadangan — Rp 15.000.000.000
*  Penyertaan ke BUMD Rp 5,000.000.000
= SILPA Tahun Berjalan Rp e 10.801.977
Jumlah Pembiayaan (Rp___8.083.277.062)
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana di maksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran

Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : o

1.

Lampiran 1

Ringkasan Anggaran terdiri Pepdapatan dan
Belanja Daerah;

2. Lampiran 11~ Daftar Rekapitulasi APBD menurut Kelompok
Pendapatan dan Belanja;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Menurut' Bidang
Pemerintahan dan Unit Organisasi  Perangkat
Daerah;
4. Lampiran IV Daftar jumlah Pegawai per Golongan dan per
jabatan; | |
.5. Lampiran V. Daftar Piutang Daerah;
 6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah ;
/7. Lampiran VII Daftar Investasi ( Penyertaan Modal ) Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah: dan
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan.
:
Pasal 3 {‘?
Lamplran — lampiran sébagaimana dimaksud dalam pasal 2
merupakan bagian yang tidak pernah terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.



